Pendampingan W
Persiapan dan
Penyusunan

- Dokumen
Penerapan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)

“:J?? ‘ ;-‘:' bt
% "’ ~ . . ’ - \ b
x’ \
\ & |

Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD)







Latar Belakang

Saat ini, berbagai permasalahan masih
menyelimuti pengelolaan keuangan daerah.
Permasalahan tersebut diantaranya
anggaran yang terbatas untuk memberikan
pelayanan publik yang optimal, aturan
keuangan daerah yang menghambat
kelancaran kegiatan pelayanan publik,
sulitnya mengukur kinerja pelayanan publik
sebagai bentuk akuntabilitas instansi, dan
alur birokrasi yang terlalu panjang yang
menghambat pelayanan publik.

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja
ini sangat diperlukan bagi UPT/D yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan cara mewiraswastakan pemerintah
(enterprising the government) seperti yang
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Selain itu, pada pasal 68 dan 69
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, instansi
pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya
memberikan pelayanan kepada masyarakat
dapat menerapkan pola pengelolaan
keuangan yang fleksibel dengan
menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan
efektivitas. Sebagai tindak lanjut dari
peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
yang menjadi dasar dalam penerapan
pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD).

Terbitnya permendagri tersebut kemudian
menandai diterapkannya Pola Pengelolaan
Keuangan — Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD). PPK-BLUD merupakan
pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktik bisnis yang sehat
dengan beberapa pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan negara
pada umumnya. UPT/D vyang ingin
menerapkan PPK BLUD harus memenuhi
persyaratan substantif (tugas dan fungsi
bersifat operasional dalam
menyelenggarakan layanan umum yang
menghasilkan semi barang/jasa publik),
teknis (memenuhi kriteria layak dari sisi
manfaat dan berpotensi dari sisi keuangan),
dan administratif (menyajikan beberapa
dokumen yang telah ditentukan). Dilihat
dari persyaratan substantif setiap UPT/D
harus merupakan penyedia barang
dan/atau jasa layanan umum, termasuk
layanan dalam bidang kesehatan,
pendidikan, transportasi, perdagangan,
pariwisata, kebersihan, dan penyediaan
bibit/pupuk. Salah satu UPT/D yang berada
di bawah dinas kesehatan yaitu Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD).

RSUD merupakan instansi pemerintah yang
mendapatkan tugas melayani kesehatan
masyarakat. RSUD juga harus mampu
menjalankan fungsi dan wewenangnya
dengan baik dan adil demi terciptanya
kualitas pelayanan kesehatan yang baik.
RSUD berkewajiban memberikan
pertanggungjawaban mengenai segala
tindakannya kepada masyarakat terkait
dengan kinerja layanannya. RSUD dapat
melakukan Pengelolaan Keuangan — Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) untuk
mencapai prinsip akuntabilitas. PPK-BLUD
merupakan pengelolaan keuangan yang

memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktik
bisnis yang sehat dengan beberapa

pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan negara pada umumnya.



UPT/D yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi 3 persyaratan yaitu
persyaratan substantif, teknis dan administratif. Namun, saat proses
persiapan menerapkan BLUD, UPT/D mengalami beberapa kendala, yaitu:

o UPT/D mengalami kendala dalam
langkah-langkah untuk menerapkan BLUD

o UPT/D mengalami kendala dalam penyusunan
dokumen persyaratan administratif untuk
penerapan BLUD yang terdiri dari:

Surat pernyataan
kesanggupan untuk
meningkatkan kinerja;

Pola tata kelola;

Rencana strategis;

Standar pelayanan
mininmal;

Laporan keuangan atau prognosis
| proyeksi keuangan; dan

/Laporan audit terakhir atau pernyataan
bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa
eksternal pemerintah.




Solusi
Permasalahan BLUD

permasalahan tersebut,
RSUD memerlukan
pendampingan dalam
menjalankan tahapan

- persyaratan,

- permohonan,

- penilaian dan

- persetujuan
menerapkan BLUD oleh
kepala daerah.

Untuk mendukung hal tersebut
kami memiliki layanan berupa:

Pendampingan Persiapan Dan
Penyusunan Dokumen Penerapan BLUD

RSUD yang hendak menerapkan BLUD memerlukan penyusunan dokumen

administratif. Dalam hal ini kami memiliki tenaga ahli yang berpengalaman

dalam Menyusun dokumen administratif. Melalui penyusunan dokumen ini,

diharapkan Rumah Sakit mampu menerapkan BLUD sesuai dengan

Permendagri No.79 Tahun 2018. Sehingga kinerja Rumah Sakit menjadi lebih
—efisien dan efektif.
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Selama = 4 bulan

Rincian Layanan Pra BLUD

1. Rincian Layanan Pendampingan Persiapan BLUD :

] — 2

Untuk menggali
informasi seputar
situasi, kondisi dan
kebutuhan instansi pra
BLUD

Pengantar BLUD,
Persyaratan BLUD dan
Penetapan BLUD

Workshop dilakukan untuk
memberikan pemahaman
mengenai pengertian, alur,
dasar hukum BLUD,
menjalankan persyaratan
permohonan, penilaian dan

penetapan menerapkon BLUD. §

Penyusunan Surat
Suraat dan Dokumen
Tata Kelola

Penyusunan Dokumen
Standar Pelayanan
Minimal

Penyusunan Dokumen
Rencana Strategis

Penyusunan Dokumen
Laporan Keuangan

Hari ke-1

Hari ke-2
Tenaga Ahli
& Konsultan
BLUD

Hari ke-3

Mendampingi dalom
penyusunan dokumen
administratif BLUD yang
dibuat oleh klien dan tim
konsultan melakukan
penilaian dan review
dokumen administratif
maksimal 3x sesuai
dengan SE Mendagri
No.981 Tahun 2019.

Output Pendampingan
Persiapan Penerapan
UD:

6 NDOrC = ® ofe



Rincian Layanan Pra BLUD

1. Rincian Layanan Pendampingan Persiapan BLUD :

endampinga
Selama x 4 bulan

HASIL REVIEW DAN PENILAIAN
DOKUMEN ADMINISTRATIF
BLUD

Penyerahan hasil review dan
penilaian oleh tim konsultan atas
penyusunan dokumen administratif
BLUD yang dibuat oleh klien.

Sebagai tenaga ahli dalom
mendampingi klien untuk mengajukan

penerapan BLUD

Output
Pendampingan
Persiapan Penerapan
BLUD:

1 Review note

2 CoverlLetter



Rincian Layanan Pra BLUD

2. Rincian Layanan Penyusunan Dokumen Penerapan BLUD :

Selama = 4 bulan via online dan offline

Melakukan visitasi Melakukan visitasi kedua Melakukan visitasi ketiga
pertama secara offline secara offline maupun online secara offline maupun
maupun online untuk untuk menyusun dan online untuk menyerahkan
menggali informasi mereview dokumen hasil dokumen yang telah
seputar situasi, kondisi administratif BLUD maksimal disusun setelah di review
dan kebutuhan instansi 3x oleh tim konsultan. oleh tenaga ahli dan dinilai
pra BLUD. sesuai dengan SE Mendagri
No 981 Tahun 2019.
®®
Output Pendampingan

Persiapan Penerapan BLUD :

Surat Kesanggupan
Meningkatkan kinerja

vl Surat Bersedia diaudit

3 Dokumen Pola Tata



Rincian Layanan Pra BLUD

2. Rincian Layanan Penyusunan Dokumen Penerapan BLUD :
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Selama = 4 bulan

PENDAMPINGAN PENGAJUAN
PENERAPAN BLUD KE KEPALA DAERAH

Sebagai tenaga ahli dalam
mendampingi klien untuk
mengajukan penerapan
BLUD




Layanan Pelatihan dan Pendampingan

Syncore BLUD Lainnya

Untuk menunjang terlaksananya implementasi PPK BLUD sesuai dengan peraturan
berlaku, Syncore BLUD memberikan layanan berupa:

Pelatihan/Pendampingan
Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah

Pelatihan/Pendampingan
Perhitungan Unit Cost
sebagai Dasar Penyusunan
Pola Tarif BLUD

Pelatihan/Pendampingan
Remunerasi

Pelatihan/Pendampingan
Pembentukan dan
Penguatan SPI BLUD

Pelatihan/Pendampingan
Penyusunan laporan
keuangan bagi tenaga
akuntansi

® 6 6 o ©

Pendampingan Persiapan
Penerapan BLUD

Penyusunan Dokumen
Adminitrasif Penerapan
BLUD 0

Penyusunan Peraturan

Kepala Daerah @




Peta Mitra
Syncore BL

RSUD Sigli Aceh

"RSUD Iskandar Muda

UD

Profile

BLUD

| RS Kota Tarakan

Dinas Kesehatan, kab. tarakan ]

[ Dinkes Kota Medan |

9 Dinkes Kab Kapuas Hulu

RSUD Sultan Muhammad e

l Dinkes Kab Gorontalo Utara I

UPT Dinas Perindustrian dan

Dinas

Jamaludin | Kab.Kayong Utara

[RSUD Subulusalam | 3

Kesehatan Mahakam Ulul Dinas Koperasi UKM Provinsi Maluku Utara

Dinkes Kab Kayong utara

N
s ——[SMKN 1 Btam | Mahulu
RSUD Selasih SMKN 2 Batanm

S RSP Nawacita Dave ger

UPT SPAM KAUR

®
UPDB Kutai B Ot
e URSUD Puri Husadal Ut B

Dlnkes

Kab. Kutai Kartanegera

[Balai Kereta Api Sumsel|

DLH Lampung

[ Dinkes Kab Lamandau I

RSUD Tebo Jambi | SMKN 6 Batam
i RSKGM Sumsel Dinkes Kab. Belintung

(S Kelapal
B Te e
Bapelkes Palembang ®
| Dinkes Kab Mesuji Lampung | | Dinkes Kab. Karawang

Dinkes Kub Muaro Emm

n A Al
| Dinkes Kab Lahat l Dinkes quqrta §i RSUL

RSP Gerbcng Sehat
Mahulu

- Puskesmos Kab Bon]or Kalsel

RSUD Tora Belo

osong kayt

Dlnkes Kab. Majene | | RsUD Konawe m
® RSUD H Andi Sulthan Bulukumbam I

Dinkes DKI Jakarta Dlnkes Kab Lamundau
[Dlnkes Lima Puluh Kota] RUSD Kep. Seribu Dinkes Kab. Bangkala

| Dinkes Kab. Mesuji

n rof. Dr. H. M. Anwar

[Dinkes Rejang Lebong I

RSUD Tangerang [§ ® Dinkes Kab. Sumenep

tutu Bantaeng Sulawesi

RSUD Kab Batang

[Dinkes Kab Musirawas | [Dinkes Kab. Tangerong] [_RSUD dr. H. Moh Anwa

r Sumenep Madura ] RSUD H Andi Sulthan Daeng

Dinkes Kota Bogor '.. )

[Dinkes Kab. Depok] RSUD Tjokronegoro

[RSUD Bogor | [SMKN 2 Subang|

RSUD Mojokerto
_BDinkes Kota Mojokerto,

[Dinkes Kab OKU Selatan |
[Dinkes Kab. Bekasi I

[UPDB Tangerang]

Dinkes Kab Pacitan [Puskesmas Dampit, Ka

Radja Bulukumba
[ RSUP chalid tadjudin ] P
y s &

b. Malang

[Puskesmos Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan] IDinkes Kab Purworejo I

[ Dinkes Kota Madiun] RSPAU Hardjolukito

[ RSUD Majalengka |

| Puskesmas Kepulauan Seribu Utara |

IDinkes Kab. Wonosobo I [Dinkes Kab. Gunungkidul]

/

RSUD Kesehatan Kerja [Dinkes Kab. Batang I

h)inos Lingkungan Hidup Bandung ]

[Dinkes Kab. Klaten| [RSUD Wahidin Sudiro Husodo |

Keterangan :

Bandung

[RsUD Bagas Wara

[Dinas Perhubungan Kota Bandung| [Dinkes Kab. Brebes |

PPSDM Jaktim(BLU) |

RSUD Kajen

UPT Angkutan dan Parkir j [PPSDM Geominarba Bondung]

|Dinkes Kab Boyololi] [ SMKN Bojonegoro |

RSUD Banjar

[RSUD Kesehatan Kerja Jabar|

lDinkes Kab. Mclangl [SMKN 5 Jember ]

Akper Jayakarta

’Dinkes Kab. Demak ]

Dinkes Kab. Garut

[Dinkes Kota Surab

Balai Hatpen (BLU)

[Dinkes Kab. Cirebon]
| Dinkes Kab Sumedang|

IDinkes Kab Wonogiri ]
RSUD Limpung

IUPT Pengelolaan Sompah]

RSUD Respira

Laboratorium Lingkungan
DLHK Bandung

[LMAN Kemenkeu (BLU)|

lDinkes Kota Tangerang Selotan‘
|UPT AGD Dinkes Jakarta|

Syncore Indonesia adalah

konsultan dengan Teknologi
Akuntansi yang memberikan
layanan di bidang keuangan.
Layanan Syncore Indonesia
antara lain pelatihan,
konsultasi, dan sistem (cloud
software).
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*Data diambil per Maret 2022

BLUD

s . CO.id

Syncore Indonesia berdiri sejak 9 Juli
2010 yang memberikan jasa konsultan
manajemen bisnis dan keuangan.
Seiring dengan perkembangan zaman,
Syncore Indonesia kini memberikan
layanan di bidang Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum atau
Badan Layanan Umum  Daerah
(BLU/BLUD). Didukung dengan tenaga
professional yang berpengalaman di
bidang keuangan, kami telah
mendampingi lebih dari 1.100 instansi,
baik Badan Layanan Umum maupun
Badan Layanan Umum Daerah yang
tersebar di seluruh Indonesia.



Narasumber

Niza Wibyana Tito M.Kom., M.M,CAAT

Bertindak selaku konsultan teknologi informasi,
tenaga ahli serta narasumber BLUD yang
berpengalaman dalam melakukan lebih dari1000
pelatihan dan pendampingan. Beliau juga terlibat
dalam pengembangan aplikasi keuangan daerah
dan pengelolaan keuangan BLUD.

Partner Narasumber Dan Praktisi

Dr Rudy Suryanto, SE,
M.Acc.,Ak., CA

Dosen Akuntansi
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta, mantan
auditor senior,
berpengalaman lebih 300
(tiga ratus) pelatihan dan
pendampingan.

Andri Yandono, SE,
MM

Dewan pengawas RSUD
Kota Yogyakarta dan
RSUD Panembahan
Senopati Bantul , Kepala
Keuangan RSUD
Panembahan Senopati
Bantul, tim penilai BLUD
Kabupaten Bantul.

Soni Haksomo, SE,
M.Si

Kasubag keuangan
RSUD Kota Yogyakarta

 Tim pendamping BLUD
Syncore
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RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
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DINAS KESEHATAN
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